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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan teori implementasi George C. Edwards III, 

kegagalan ini disebabkan oleh tidak berfungsinya empat 

variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur 

birokrasi. Pemerintah desa telah melakukan upaya berupa 

sosialisasi dan teguran lisan kepada pemilik bangunan liar. 

Namun, pelaksanaannya belum optimal karena komunikasi 

aturan tidak berjalan efektif, kurangnya sumber daya dan 

pengawasan aparat desa, rendahnya kemauan aparat untuk 

bertindak tegas, serta tidak adanya Standar Operasional 

Prosedur (SOP) dan koordinasi antarinstansi (desa, kecamatan, 

PUPR, Satpol PP). Kondisi tersebut mengakibatkan tiga 

bangunan permanen (toko baju, coffee shop, dan rumah makan) 

masih berdiri tanpa izin di atas saluran irigasi, sehingga 

mengganggu aliran air, menurunkan produktivitas pertanian, 

dan menimbulkan konflik sosial. 

2. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, pemerintah desa memiliki 

kewajiban syar'i untuk menegakkan aturan, mencegah 

kemungkaran, dan menjaga kemaslahatan umum. Teori ini 
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menegaskan bahwa setiap pemimpin (ra'i) bertanggung jawab 

penuh atas ketertiban wilayahnya dan akan dimintai 

pertanggungjawaban di hadapan Allah dan 

masyarakat. Pemerintah Desa Marga Sakti telah melaksanakan 

sebagian kewajiban tersebut melalui sosialisasi kepada 

masyarakat. Namun, pelaksanaannya belum maksimal karena 

pemerintah desa tidak mengambil tindakan tegas terhadap 

bangunan liar yang merusak irigasi dan merugikan petani, serta 

membiarkan kemungkaran terus berlangsung tanpa 

pembongkaran atau sanksi. 

B. Saran  

1. Kepada Pemerintah Desa Marga Sakti, diharapkan dapat 

meningkatkan pengawasan serta mengambil tindakan yang lebih 

tegas terhadap pembangunan liar di atas sarana publik. 

Pemerintah desa tidak hanya melakukan sosialisasi, tetapi juga 

perlu melakukan penertiban dan penegakan aturan agar 

keberadaan saluran irigasi tetap terjaga dan dapat berfungsi 

dengan baik bagi masyarakat. 

2. Kepada pemerintah desa dan masyarakat, diharapkan dapat 

bekerja sama dalam menjaga dan memelihara sarana publik, 

khususnya saluran irigasi. Kerja sama tersebut dapat dilakukan 
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melalui kegiatan sosialisasi, gotong royong, serta kepatuhan 

terhadap aturan yang telah ditetapkan demi terciptanya 

lingkungan yang tertib dan nyaman. 

3. Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), 

diharapkan dapat meningkatkan peran dalam pengawasan, 

perencanaan, dan pengelolaan sarana publik, khususnya irigasi. 

PUPR perlu melakukan pendataan berkala serta berkoordinasi 

dengan pemerintah desa untuk mencegah pembangunan liar. 

Selain itu, PUPR diharapkan memberikan rekomendasi teknis 

dan melakukan penataan ulang terhadap bangunan yang 

melanggar ketentuan. 

4. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), diharapkan 

dapat meningkatkan ketegasan dan konsistensi dalam penegakan 

peraturan daerah terkait pemanfaatan sarana publik. Penertiban 

terhadap bangunan liar di atas irigasi perlu dilakukan secara 

langsung, disertai peningkatan patroli dan pengawasan. Selain 

itu, koordinasi dengan pemerintah desa dan instansi terkait perlu 

diperkuat guna mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan 

berkelanjutan. 
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